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TENTANG 

P AS 

PERIZINAN PENYELENGGARAAN PELA YANAN KESEHAT AN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKAPUAS 

a. bahwa dengan semakin luasnya kewenangan Daerah di bidang kesehatan
sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Oaerah, perlu adanya upaya untuk melakukan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan

b. bahwa guna mewujudkan hal tersebut pada huruf a di atas dan didalam
upaya meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan maka perlu
menetapkan ketentuan tentang Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di Kabupaten Kapuas dengan Peraturan Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 100. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Da-erah(Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 omor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
Tambahan L..:mbaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Oaerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reg,u"""' 

donesia Tahun 20CO Nomor 2 2, ambahan e bara 
CZ?\ 



Menetapkan 

9. eme ·a No or 66 Tah 2001 Tentang Retri usi Daerah 
egara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Sebagai Daerah Otonom; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 18 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan. Penataan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Oaerah Kabupaten Kapuas sebagaimana dirubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 28 Tahun 2000; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 
1999 tentang Retrebusi Pelayanan Kesehatan; 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

DAN 
BUPATI KAPUAS 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERIZINAN 
PENYELENGGARAA PELAYANAN KESEHATAN 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas ; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas; 
3. Bupati adalah Bupati Kapuas; 
4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut 

DPRD ad..,,ah Sadan Legislatif Daerah; 
5. Sekretaris Daerah adafah Sekretaris Kabupaten Kapuas; 
6. Kepala Olnas Kesehatan adalah Kepata Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kapuas; 
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas; 
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kesehatan; 
9. Pelayanan Kesehatan adalah bagian integral dari jaringan medik, yang 

diselenggarakan oleh pemerintah, perorangan, kelompok, perusahaan 
yayasan atau badan usaha milik pemerintah,yang meliputi upaya preventif, 
promotif, pengobatan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif); 

10. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi ba!ai pengobatan, 
pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA), rumah 
bersalin, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, rumah sakit 
umum, praktek berkelompok dokter, dokter gigi, dokter spesialis , dokter 
gigi spesialis , apotek, toko obat, bidan dan perawat serta sarana 
kesehatan lainnya; 

11. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 
bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan 
melalui pendidikan dibidangt kesehatan yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan antar lain: 
dokter, dokter gigi, dokter spesia lis, dokter gigi spesialis, apoteker b1dan, 
perawat, asisten apoteker: 



12. Tenaga medis adafah dokter, dokiter gigi, dokter spesialis, dokter gigi 
spesiafis, lufusan p e;ndidikan kedokteran atau kedokteran g igi didafam 
maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia; 

13. Surat Penugzisan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen 
Kesehatan 1--epada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) 
sesuai deng,.n keten.uan perundang-undangan yang berlaku; 

14. Surat fzin Praktek selanjutr ,ya disebut Sf P, adalah bukti tertulis yang 
diberikan kepada tenaga mcdis dan tenaga kesehatan yang menjalankan 
praktek setclah memenuh1 persyaratan sebagai pengakuan kewenangan 
untuk mel<.1kukan pelayan,:111 dan perawotan kesehatan sesuai dcngan 
profesinya; 

15. Surat lzin KE.:rja se:fanjutnya disebut SIK, adalah bukt1 tertulis yang 
diberikan kepada apo teker, asisten apoteker dan perawat untuk melakukan 
praktek disarana pelayanan kesehatan; 

16. Surat lzin Bidan selanjutnya disebut SIB, adalah bukti tertulis yang 
diberikan kepada b idan untuk. melakukan praktek disarana pelayanan 
kesehatan· 

17. Surat lzin Praktek Bidan disebut SIPS bukti tertulis yang dibenl<an kepada 
bidan untuk menjalankan praktek perorangan atau berkelompok; 

18. Surat fzin Praktek Perawatan selanjutnya disebut SIPP, adalah bukt1 
tertufis yang diberik an kepada perawat untuk menjalankan praktek 
perorangan atau berkelompok; 

19. Standar Profesi adalah pedoman yang dipergunakan sebagai petunjuk 
dalam menjalankan profesi secara baik; 

20. Pelayanan medik adalah pelayanan rnedik dasar dan pelayanan medik 
spesialis terhadap individu atau kefuarga dalam masyarakat yang 
dilaksanakan oleh petugas medis; 

21 . Pelayanan medik dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau 
keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan 
dokter umum atau dokter gigi; 

22. Pelayanan medik spesialis, adalah pelayanan medik terhadap individu atau 
keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter gigi spesialis 
atau kelompok dokter spesialis; 

23. Pelayanan medik penunjang, adalah upaya kesehatan yang d1berikan olch 
laboratorium kesehatan , apotik, toko obat, laboratorium gigi; 

24. Perawatan kesehatan adalah pelayanan perawatan kesehatan antara lain 
berupa pertolongan persalinan,asuhan keperawatan terhadap individu atau 
keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan 
(bidan dan perawat); 

25. Rumah sakit umum ,adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan 
pelayanan mcdik penunjang,pelayan instalasi dan pelayanan perawatan 
secara rawat Jalan dan rawat inap; 

26. Rumah bcrsalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan 
kebidanan bagi wan,,a hamil, bersalin dan masa nifasfisio!og1k termasuk 
petayanan kefuarga berencanaserta perawatan bayi baru lahir; 

27. Klinil< kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa 
pen ambahan, pengurangan dan merubah kulit, wajah atau bagian tubuh 
lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis; 

28. Praktek perorangan adalah penyelenggarakan pelayanan medik oleh 
seorang doktcr umum, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gig, 
spesialis de1gan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang; 

29. Praktek berkelompok, adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara 
bersama oleh dokter umum , dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gig, 
spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik menunjang; 

30. Balai Kesehatan lbu dan Anak (BKIA) atau klinik ibu dan anak, adalah 
tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada ibu hamil, ibu 
nifas, bayi , anak prasekolah dan pefayanan keluarga berencana; 

31. Balai pengobatan adalah tempat untuk pemberian pelayanan medik dasar 
rawet jal;;in , baik pel:-iyanan kesehatan urn1,.1m maupun kesehatcm gioi; 



32. Apotrk adalah sarar.a pelayanan kesehatan yang berfung.;i sebaga1 
pelayanan kesehatan penunjang dalam melakukan pekerjaan kefarmasian 
yang melip iti pembuatan, pengolahan, peracikan, perubuh.:in bentuk, 
pencampur, n, penyirrpanan dan penyerahan obat atau bahan obat; 

33. Laboratoriur,1 keseha•an adalah sarana kesehatan yang melaksanakan 
pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan penguj1a 1 terhadap 
bahan yang berasal Cari manusia atau bukan berasal dari rranusia untuk 
penentuan ienis per.yakit, penyebab penyakit, kondisi ke::;el 1atan atau 
faktor yang berpengaruh pada kesehatan perorangan atau m..isyarakal, 

34. Laboratorium k inik adalah laboratorium kesehatan yang mcfaksanakan 
pelayanan pemenl<saan dibidang hematologi, mikrobrologi khrnk, 
lmmunologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengcln :,entingnya 
kesehatan terutama ,.mtuk penunjang upaya penyembuhan penyakit dan 
pemulihan kesehatan; 

35. Laboratorium 91gi adalah tempat usaha untuk melakukan pengolahan, 
pencampuran dan ;:>erubahan bentuk bahan kimia dalam rangka 
pembuatan gigi palsu; 

36. Toko obat adalah pedagang eceran obat berada disuatu ternpat tertentu 
melakukari pekerjaan menyimpan dan menjual obat-obatan 11ebas dan 
bebas terbatas kepada masyarakat. 

37. Klinik perawatan penderita narkoba adalah sarana yang melaksanakan 
pelayanan, pemeriksaan, pengobatan serta pemulihan kesehatan terhadap 
ketergantungan narkot1ka, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) . 

38. Jasaboga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukc:n kegiatan 
pengolahan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar 
pesanan. 
Jasaboga golongan A, yaitu Jasaboga yang melayani kebutuhan 
masyrakat umum, yang terdiri atas golongan A 1, A2 dan A3. 
Jasaboga golongan A1 adalah jasaboga yang melayani kebutuhan 
masyarakat umurn, dengan pengolahan yang menggunakan dapur rumah 
tangga dan dikelola oleh keluarga; Jasaboga golongan A2 adalah 
jasaboga yang kebu' Jhan masyarakat umum, dengan pen9ol,Jhan yang 
menggunakun c-Japur rumah tangga dan mempekerJakan tenaga kerja; 
Jasaboga golongan A3 adalah jasaboga yang melayani kebutuhan 
masyarakal umum, dengan pengolahan yang menggunakan ua ,ur khusus 
dan mempekerjakan tenaga kerja. 
Jasaboga golongan B, ya1tu jasaboga yang melayani kebutul1an khusus 
untuk: 
a. Asrama penampungan jemaah haji; 
b. Asrama •ransito atau asraa lainnya; 
c. Perusahaan 
d. Pengeb, ·ran lepa~ pantai; 
e. Angkuton urnum calam negeri, dan 
f. Sarana pelayanan kesehatan. 
Jasaboga golongan C, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan untuk alat 
angkutan umum internasional dan pesawat udara. 

39. Perusahaan makanan industri rumah tangga adalah perusal1aan yang 
wajib memilrk1 S.1rat -:-anda Pendaftaran lndustri Kecil (STPIK). 

40. Surat Tanda Pendaftaran lndustri Kecil (STPIK) adalah surat pendaftaran 
yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang 
sesuai dengan rersyaratan yang berlaku. 

41. Rumah mal· an 1d.=ila., setiap tempat usaha komersial yang ruc1ng lingkup 
kegiatannya me 7yea1akan makanan dan minuman untuk um urn di tempat 
usahanya. 

42. Restoran adalai1 salah satu Jenis usaha jasa pangan yang bertempat di 
sebagian alau seluruh bangunan yang permanent di lenokapi dengan 
peralatan oan perlengkapan untuk proses pembuatan, pe11yimpanan, 
penyajian cl.:in ;>enjualon makanan dtln minuman bagi timum di tempat 
usahanya. 

43. Laik sehat ad. lah i<ondisi tempat-tempat umum dan tempat-tempat 
pengolahar ,112 ,,mar yang telah memenuhi persyaratan l<es.ahatan. 
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~S- Pengobatan tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu 
upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar kedokteran dan 
atau diluar ilmu keperawatan , mencakup cara (metode), obat dan 
pengobatannya yang mengacu kepada pengetahuan, pengalaman dan 
keterampilan turun temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar 
Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam 
masyarakat. 

46. Pengobatan tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan 
oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan 
secara tradisional. 

47. Shinshe adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan 
menggunakan ramuan obat-obatan tradisional berasal dari Cina. 

48. Tabib adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan ramuan 
obat tradisional yang bersal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan 
orang India atau Pakistan. 

49. Akupunkturis adalah s eseorang yang melakukan pengobatan dengan cara 
akupunktur (tusuk jarum). 

50. Battra tusuk jari (ak upressure) adalah seseorang yang melakukan 
pengobatan dengan pemijatan menggunakan jari. 

51. Battra refleksi adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan 
menganut teori zona refleksi teori analgesik dan teori Yin dan dengan 
menggunakan jari, lbu j ari, pangkal tapak tangan, siku atau benda tumpul. 

52. Battra ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan 
menggunakan ramuan obat dari tumbuhan, hewan, mineral di:. 

53. Battra pijat urat,adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan 
tekanan pada tempat-tempat tertentu, dengan falsafah bahwa melakukan 
pemijatan berarti aliran darah dapat dilancarkan. 

54. Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, implan yang 
tidak mengar,dung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, 
menyembuhkan, meringankan penyakit dan merawat untuk orang sakit 
serta pemulihan kesehatan pada manusia dan atau untuk memben tuk dan 
memperbaiki fungsi tubuh. 

55. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai 
penunjukan alat ukur dan atau bahan ukur. 

56. lnstitusi penguj i adaiah alat kesehatan atau sarana lainnya yang 
mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan atau 
kalibrasi alat kesehatan. 

BAB II 

JENIS PENYELENGGARAAN PELA YANAN KESEHAT AN 

Pasal2 

(1) Semua penyelenggaraan sarana kesehatan wajib memiliki lzin. 

(2) Semua tenaga medis, apoteker, bidan, perawat harus memiliki lzin 
praktek dan lzin kerja, dan bagi asisten apoteker harus memiliki lzin 
kerja. 

(3) Semua ponyelenggaraan pengobatan tradisional harus memiliki lzin 
terdaftar. 

Pasal3 

Jenis penyelenggaraan pelayanan l<esehatan yang wajib memiliki lzin acalah 

(1) Bentuk Pelayanan Medik dasar : 
a. Praktek perorangan Dokter; 
b. Praktek perorangan Dokter Gigi; 



c. Praktek berkelor,pok Dokter; 
d . Praktek berkefon pok Dokter Gigi; 
e. Balai Pengobatan; 
f. Balai kcsehatan !bu dan Anak (BKlA); 
g. Rumah bersahn; 
h. Pelayanan Medi-: Dasar fain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan 

(2) Bentuk Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan) adalah : 
a. Praktek perorangan Dokter Spesialis; 
b. Praktek perorangan Dokter Gigi Spesialis; 
c. Praktek berkelompok Dokter Spesialis; 
d. Praktek berkelor1pok Dokter Gigi Spesialis; 
e. Rumah Sakit Ur um; 
f. Klinik Pcrawatar Penderita Narkoba; 
g. Pelayanan Medi!< Spesialis lain yang ditetapkan oleh Menteri 

Keseha.an; 
h. Klinik K~cantikan; 

(3) Bentuk Pelayanan l\.1edik Penunjang adalah : 
a. Apotik. 
b. Laboratorium Medis; 
c. Laboratorium Kesehatan; 
d . Labora,orium Gigi; 
e. Optik; 
f. Toko Obat; 
g. Pelaya1.an Kesc natan Penunjang lain yang ditetapkan oleh Menteri 

Kesehatan. 

(4) Bentuk surat lzin praktek atau bagi tenaga kesehatan; 
a. Dokter; 
b. Dokter Gigi; 
c. Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis; 
d. Bidan; 
e. Perawat. 

(5) Bentuk pelayanan makanan dan minuman 
a. Jasaboga; 
b. Perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga; 
c. Penyalur, pengecer dan penjual minuman beralkohol; 
d. Restoran dan ru'Tlah makan; 
e. Pengelolaan air minum isi ulang; 

(6) Bentuk pelayanan pengobatan tradisional : 
a. Sinshe; 
b. Tabib; 
c. Akupunkturis; 
d. Battra rc fleksi; 
e. Battra p1jat urat; 
f. Battra patah tulang ; 
g. Battra ramuan; 
h. Battra tusuk jari; 
i. Battra tenaga dalam; 
j. Battra pcndekatan agama; 
k. Battra paranormal; 

(7) fnstitusi penguji afat kesehatan : 
a. lnstitusi penguji alat kesehatan type A adalah memiliki fasilitas 

kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap semua 
jenis alat kesehatan tertentu (live saving}; 

b. lnstitus1 penguji alat kesehatan type B adalah memilil<i fasilitas dan 
kemam'1uan melakukan penguji dan atau kalibrasi terhadap 5 (lima) 
jen1s ala, kesehatan tertentu (live saving). 



c. lnstitus1 penguj i alat kesehatan type C adalah memiliki fasilltas dan 
kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap 3 
(tiga) Jerns alat kesehatan tertentu (live saving). 

BAB Ill 

BENTUK PENYELENGGARAAN 

Pasal 4 

Upaya penyelenggaraan sarana kese hatan atau pelayanan kesehatan dapat 
diselenggarakan oleh 
a. Perorangan; 
b. Yayasan; 
c. Sadan Hukum; 
d. Sadan Usaha M11ik Negara (BUMN) ; 
e. Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) ; 
f. lnstansi lain diluar Depkes dan Pemerintah Daerah 

BABIV 

KETENTUAN PERIZINAN 

Pasal 5 

(1) Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan penyelenggaraan yang 
bersangkutan waJib mem1liki lzin. 

(2) Untuk melakukan praktek profesi, tenaga profes, harus berpraktek 
diwilayah kerja yang bersangkL1tan sesuai dengan surat penempatan 
tugas, kecuali diw ilayah perkotaan dan wilayah lain yang tidak ada tenaga 
profesi. 

(3) Formulir untuk pengajuan perrnohonan izin penyelenggarakan sarana 
kesehatan, sarana kesehatan penunjang dan praktek perorangan tenaga 
medis dan tenaga kesehatan. makanan dan minuman serta pengobatan 
tradisional sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) disediakan 
oleh instansi pemroses, yaitu Oinas Kesehatan Kabupaten l<apuas, Jalan 
Kenanga No. 42, Kuala Kapuas. 

(4) Formulir permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) harus diisi 
dengan benar dar, selanjutnya diserahkan kembali kepada Dinas 
Kesehatan · 
A. Untuk lzin peny· enggaraan bagi sarana pelayanan medik dasar 

pelayanan medik :;pesialis dan sarana medik penunjang: 
a. Foto copy s. ,~at bukti pemilikan atau penguasaan tanah dan 

bangunan din··ana tempat usaha akan didirikan atau dibuka; 
b. Foto copy ~ artu tanda penduduk (KTP) dari pemohon dan 

penanggung j 1wab ; 
c. Foto copy I; 111 berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO), 

kecuali bagi r ... m ah sakit type A dan B. Untuk rumah sakit type A 
dan 8 disertai .in dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL) dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) 
Upaya Pemar ,auan Lingkungan (UPL) untuk Rumah sakit type C ; 

d. Struk'.ur o rgarisasi; 
e. Sura1 lzin Prak.ek tenaga medis dan tenaga kesehatan (bidan dan 

pera~1at) diwil3yah Kabupaten Kapuas; 
f. Dattar tenaga dan foto copy ijazah para tenaga; 
g. DaftJt jl!nls p, ,Jyanan don jem buka, kecuall apotlk, toko obat dan 

optlk, 
h. Oiiifl ,r pcrnl'1 111 



i. Surnt p,~rnyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku: 
j . Surot pengangkatan tenaga medis sebagai penanggung jawab, 

khusus bag i apotik diserahkan kerja sama antara apoteker dengan 
pemilik sarana; 

k. Bags penanggung jawab dan petugas yang berstatus pegawai 
negeri <:- jpil , dilampiri surat lzin kepa!a instansi; 

I. Denah ;okas1 dan tata ruang tempat usaha; 
m. Bag i p Jmohon yang berbentuk yayasan dan atau perusahaan 

dilampiri akte pendirian berbadan hukum; 
n. Khu:,us untuk rumah sakit, fotocopy lzin lokasi dan has1I 

pemeriksaan kua!itas air 6 bulan terakhir; 

B. Untuk Pra«tek Perorangan Dokter, Dokter Gigi , Ookter Spesialis, 
Dokter Gig Spesialis, Bidan dan Perawat : 
a. Foto co;Jy kartu tanda penduduk; 
b. Surat kc.:terangan berbadan sehat dan dokter pemerintah ; 
c. Fote c0py surat penugasan, atau surat lzin kerja bagi b1dan. 

perawal, dan tenaga asing; 
d. Pas rote berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 {tiga) lembar; 
e. Fote cooy surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti 

atau surat keterangan registrasi bagi tenaga med1s yang baru 
lu lus; 

f. Surat bukti te lah selesai menjalankan masa bakti bagi tenaga 
med1s y,mg telah menjalankan masa bakti ; 

g. Rek.Jm1 ,ndasi dari organisasi profesi; 
Bag i te ,1aga medis lulusan luar negeri harus menyertakan surat 
keteran Jan selesai melakukan adaptasi sesuai ketentuan yang 
berlaku, 

C. lzin penyel ~ngsaraan I pendaft.:iran makanan dan minuman : 
1 lzin penyeh.:itan jasa boga: 

a. rAer daftarkan j sa boga dengan mengisi formuhr pendaftaran 
j.:isa boga; 

b. Surd! ke erangan berbadan sehat dari dokter pemerintah; 
c. Mer·gikUll penyuluhan penyehatan makanan bagi pengusaha 

clan penJamah makanan , 
d. !J1er gajL~an permohonan lzin penyehatan makanan jasa boga 

_ an, 1 di l. .. ,mpiri : 
• 1:010 copy tanda terdaftar jasa boga; 
" Fote copy KTP pemohon; 
■ Denah bangunan; 
• 1=oto copy sert1fikat penyehatan makanan bagi penjamah 

makanan; 
• .,urat peryataan penunjukan sebagi penanggung awab; 
• 1=>as ... oto berwarna 4 x 6 dua lembar; 

e . Uji kelaikan fis1k tempat usaha jasa boga; 
f. PenJambilan / pengiriman specimen jasa boga {makanan , 

mini iman dan air bersih) ; 
2. lzin penyelenggaraan makanan dan minuman industri rumah 

tangga: 
a. r otocopy Sertifikat penyuluhan makanan dan minuman 
b. Surat keterangan berbadan sehat bagi pengolah dan penjamah 

rnakanan dari dokter pemerintah: 
c. Fotocopy KTP pemohon yang mas1h berlaku; 
d. Fotocopy surat tanda pendaftaran industri kecil (STJPK) 
e. Pas foto berwarna 4 x 6 dua lembar; 
f. Mengisi formutir data produk makanan dan minuman; 

3 Sert-fik0t lz1ri laik sehat rumah makan ,restoran dan tempat-tcmpat 
umLrn jom-::st1k' 
a. ' erga,u an oermohonan se 

res xa ... a 
akar. dan 



., Surat kete ·angan berbadan sehat bagi pengolol1 dan 
penjamah Makanan dari dokter pemerintah; 

• Foto copy rnrat keterangan domisili perusahaai7; 
• Peta situas· gambar denah bangunan; 
• Foto copy I :m HO 

b. Pemeriksaan k~sel1atan rumah makan dan restoran; 
c. Fenila:an ruma 1 makan dan restoran; 
d. Penerbitan sert1fikat lnik sehat; 

D. lzin Praktek Pengoba, Tradisional 
a. Fotocopy KTP / Pa5por , 
b. 0aft..ir alat-alat yang dimiliki ; 
c. Daftar ramuan obat tradil>ional ; 
d. Sura: ketera ngan l· erbadon ~ehat dari dokter pemerinlah; 
e. Surnt lzm Tinggai I 1agi WNA, 
f. Foto:opy rjazah at.iu sertifikc.1t sinshe, tabib, akupuntur; 
g. PaslJto berw,irna •I x 6 scbanyak 3 lembar. 

E. lzin penyder.ggaraan mst1tusi penguji alat kesehatan ; 
• Fotocopy KTP; 
• Foto-::opy akte pen Jirian yayosan / badan hukum ; 
• Surnt pengangka:an tenaga sarjana bidang ketehnisan med1s 

seb.:.:gai penanggu g jowab ; 
• Sur" pernyataan t ,ersed1a ~ebagai penanggung jawab ; 
• Fotocopy ijazah p· ra tenago ; 
• Daftar peralatan; 
• Daft:Jr tari f; 
• Surat keterangan seha' bagi penanggung jawab dan lenaga 

pela {sana. 

(5) Selain pE·rsyaratan sebagwmana dimaksud pada ay.it {4) pasal mt 
pemohon diwaj ibkan : 

a Untuk pemberian •zin praktek bagi tenagci kesehatan yang 
dilaksanakan, memb,iyar retribusI dengan ketentuan sebaga1 benkut : 
1. Dokler Spes1alis dan Dokter Gigi Spesiahs, sebesar Hp. 250 000,­

(dua ratus lima puluh nbu rupiah) ; 
2. Dokter, Dokter Gi!:]i, dan Apoteker sebesar Rp. 150.000,- (seratus 

lima puluh ribu rupiah} ; 
3. Bidan dan Perawat (Akademi Perawat) , Asisten Apotekcr, 

Refraksionis, serta profes, kesehatan lainnya, sebes□r 

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 

b. Untuk lzin penye!enggaraan sarana kesehatan, pemohon dikenakan 
juga re tnbusi masing-masing sebagai berikut : 
1. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan !uas lantai sampai 100 

m2 .:itau kurang, scbesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah): 
2. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan Luas lantai sampai 250 

m2 sebesar Rp . 750.000,- (tujuh ratus lima pu!uh ribu rupiah) 
3. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan !uas lant~i sampai 500 

m2 sebesar Rp. 1.500.000,- {satu juta rupiah) ; 
4. Sarnna pelayanan kesehatan berdasarkan luas lantai 750 m2 

sebcsar Rp. 2.500 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiati) ; 
5. Sar.1na pelayonan kesehatan bedasarkan luas lantai sampai 1.000 

m2 t,ebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah}; 
6. Sar. na pelayana, , ke-sehatan berdasarkan luas lantai lebih dnri 

1.000 m2 sebesar Rp.5000.000 - ( lima juta rupiah}. 
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A 1. 21n penyehatan makanan Jasaboga. 

a. Jasaboga golongan A1 sebesar . Rp. 100.000,- (Seratus nbu 
rupiah); 

b. Jasaboga golongan A2 sebesar : Rp. 150.000,- {Seratus ribu 
rupiah); 

c. Jasaboga golongan A3 sebesar : Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu 
rupiah); , 

d. Jasaboga golongan B sebesar : Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu 
rupiah) ; 

e Jasaboga golongan C sebesar : Rp. 800.000, - (Delapan ratus 
ribu rupiah) ; 

2. lzin penyelenggaraan usaha makanan dan minuman industri rumah 
tangga dikenakan retribus1 sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu 
rupiah) ; 

3. Sertifikat laik sehat, rumah makan dan restoran dikenakan retnbusi 
sebesar Rp. 100.000,- (Rumah Makan) dan Rp 250.000,­
(Restoran). 

Pengobat Tradisional : 
1. Unluk pemberian lzin Praktek Battra, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu 

1upiah); 
2. Untuk pemberian lzin penyelenggaraan tempat praktek sesuai 

dengan ketentuan pasal 5 ayat 4 huruf (b). 

Pasal 6 

Untuk sarana kesehalan atau badan usaha yang berstatus kontrak yang mana 
reruntukan:1ya telah sesuai tetap mengikuti peraturan yang telah di tentukan 
(lzin 1-10) , kecuali yang peruntukannya tidak diwajibkan surat lzin tempat 
usaha (SITU) 

Pasal7 

(1) Untuk pemberian rekomendas1 alas permintaan instansi terkait dikenakan 
retribusi sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) . 

12) Dalam hal pemberian rekomendasi jika diperlukan pemeriksaan kualitas 
lingkungan, kualitas makanan dan minuman maka biaya alas perm1ntaan 
tersebut menjadi tanggung jawab pemohon, yang besar biayanya 
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 

BABV 

PELIMPAHAN WEWENANG 

Pasal 8 

(1) lzin usaha bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan diberikan oleh 
Bupati. 

(2) Bupati melimpahkan wewenang pemberian izin tersebut pada ayal (1 ), 
kepada pejabat yang ditunjuk. 

(3) Pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan pelaksaan pemberian, 
pembekuan, pencairan dan pencabutan izin tersebut pada eyat (1) 
w tahun sekal1 l<epada 8upat1. 



(4) ')alam melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut pada ayat (2 
pejabat yang ditunjuk tidak diperbolehkan melakukan penyimpangan da 
pengaturan pemberian izin yang telah ditetapkan. 

BAB VI 

PENYELESAIAN IZIN 

Pasal9 

(1 ) Kepala Dinas berdasarkan pertimbangan dari panitia pertimbangan 
perizinz-n menyiapkan konsep pembenan lzin atau konsep penolakan lzin 

(2) Permohonan lzin penyelenggaraan pelayanan kesehatan lidak perlu 
dimintal<an pertimbangan kepada instansi pemberi pertimbangan dengan 
kritena sebagai berikut : 
a. Tidak diperlukan pertimbangan dari Dinas Kebersihan, Pertamanan, 

dan Ketertiban apabila bangunan tempat usaha telah sesuaI dengan 
lzin mendirikan bangunan (1MB) yang telah dikeluarkan olch Dinas 
Kebursihan, Pertamanan, dan Ketertiban. 

t,_ Bagi tempat praktek perorangan tenaga medis, tenaga kesehatan dan 
pengobat trad1sional. 

BAB VII 

JA ~GKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN 

Pasal 10 

c 11 ·elesai-: n lz1n pcnyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah 15 (lima 
Le' : ) han ~etelah surat pennohonan diterima secara resmI d1 On Ias 
Ke.,,c:hatan dengan ketentuan persyaratan lengkap. 

BAB VIit 

MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal11 

Jangka waktu berlakunya lzin penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah 5 
"lima) tahun. 

BAB IX 

TAT A CARA PEMBERIAN IZIN 

Pasal 12 

(I ) PeJabal yang ditunjuk sebagaimana pasal 8 ayat (2) me!al<ukan peneitian 
tcrhadap pe,·syaratan permohonan lzin , 

(2) Jik.i teiah memenuhi persyaratan lengkap dan benar, pemohon wajib 
'llemba1ar retribusi yang telah ditetapkan: 

(3) Setolah persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dipenuhr, 
permohonan diproses dan atas permohonan tersebut disiapkan naskah 
"'epuhi·,an Pembarian lzin PenyelonQgaroan Pelayanan Ke;ehatan. 



BAB X 

PENCA TAT AN DAN PELAPORAN 

Pasal 13 

(1) Semua sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
wajib membuat catatan medik dan membuat laporan 1 (satu) bulan sekali 
kecuali Kejadian Luar Biasa (KLB) melaporkan satu kali dua puluh empat 
Jam ( 1 X 24 jam) ke Dinas Kesehatan. 

(2) Sepanjang diperlukan Kepala Dinas dapat mengembangkan jenis laporan 
sesuai dengan kebutuhan. 

BABXI 

KETENTUAN RETRIBUSI 

Pasal 14 

( 1) Besar retribusi untuk dan atas 1zin yang dimaksud dalam Pasal 12 snsuai 
dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) .:Jan (6); 

(2) Pembayaran retnbusi dimaksud pada ayat (1) dibayar langsung oleh 
pemohon yang bersangkutan ke Kas Daerah Kabupafen Rapuas. 

BAB XII 

SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 15 
(1) PeJabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan administratif terhadap 

pemegang izin yang tidak melakukan pelaporan sebagaimana Pasal ✓ 3; 

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat be:rupa 
teguran lisan, teguran tertulis dan apabila tidak diindahkan, maka 
dilakukan pencabutan terhadap perizinan yang diberikan. 

BAB XIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 16 

(1) Settap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan/atau Pasal 5 ay.Jt (1) 
jan (2) dan/atau Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima 
ratus ribu rupiah); 

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 



BAB XIV 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 17 

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
bertugas menyidik atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud 
Pasal 15 ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan 
yang berlaku; 

(2) Wewenang Penyidik sebaga1rnana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. menerima, mencari, rnengumpulkan dan meneli!I keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah 
agar keterangan atau l1poran tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pnbadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang d1lakukan 
sehubungan dengan t1ndak pidana retribusi daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak p1dana retribusi daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana retribusi daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/otau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana d1maksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang 1ang berkaitan dengan tindak pidana retribus, 
daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebaga, 
tersangka atau saksr; 

j. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalu1 Penyidik pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana yan£ berlaku. 

BAB XV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal18 

t-lai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
p.=!aksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 



BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan 0aerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya 
Pe1aturan 0aerah ini d1~ngan I mempatann1a dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten K3puas. 

Diund. ms" • ~uala Kapuas 

pada t ~ .: .... =:~-- tober 2005 

SE r----\ H KASUPATEN KIIPUAS 

ABUPATEN KAPUAS 
08 

ildl!:fi511tal~- Kuala KcJpuas 
~~-rn,~-i;;: Oktober 2005 

KAP U AS, 

Te!ah ne!L1l'lat1 batas waktu 14 (einpat belas) hari Klarifikas1 Gubernur Kalimantan Tengah. 
(Sur..it Bupat1 1<.-puas Nomor 188 342/1378/HUK.2005 tanggal 23 Agustus 2005 perihal 
Penyampa,.Jn 8 tle apan) bu,1h Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas). 


